PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 18 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN PERANGSANG ATAS REALIASASI

PENERIMAAN DAERAH KEPADA INSTANSI PENGHASIL/ PEMUNGUT/
PENGELOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseragaman prosentase pemberian
uang perangsang telah ditetapkan pengaturan pemberian
Uang Perangsang dengan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1981 tentang
Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Tingkat | Jawa Tengah dan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi

Pemungut;

b. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 199 tentang Pemerintah Daerah Juncties Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Permbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-
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undag Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomo
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Maka Peraturan
Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi karena itu
perlu dicabut dan menetapkan kembali Pemberian Uang
Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada
Instansi Penghasil/Pemungut/pengelola dengan Peraturan

Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomo 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 )
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomo 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lemabaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara NOmor 4048);

3. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 199 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (
Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 38480;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 39520;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentangPengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan
Daerah(Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 41380;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis
Penyusunan Peraturan Perundang-undang Dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS REALIASI
PENERIMAAN DAERAH KEPADA INSTANSI
PENGHASIL/PEMUNGUT/ PENGELOLA.
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